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KATA PENGANTAR 

 

KUHAP yang disahkan pada 31 Desember 1981 merupakan pencapaian 

besar bangsa Indonesia pada waktu itu karena berhasil meninggalkan nilai-

nilai kolonial. Tetapi dalam konteks hari ini, KUHAP yang telah berusia lebih 

dari 40 tahun itu perlu perubahan dalam menjawab permasalahan-

permasalahan dalam sistem peradilan pidana yang berkembang seiring 

zaman. Hasil penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Lisa Aprilia Gusreyna yang 

saat ini sedang menempuh studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Gadjah Mada menghadirkan diskursus yang penting 

dipertimbangkan dalam upaya mencari solusi atas permasalahan-

permasalahan tersebut, khususnya dalam konteks hukum acara pidana. 

Dengan mengacu pada konsep due process of law dan restorative justice 

sebagai pisau analisis, buku ini menyoroti permasalahan-permasalahan 

sistem peradilan pidana saat ini baik dari segi regulasi maupun praktik. 

Walaupun terkesan baru, Viktimologi yang dijadikan sebagai pisau 

analisis dalam penelitian ini menjadi hal yang penting. Memang, KUHAP telah 

mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa tetapi, pengaturan 

tentang perlindungan dan hak-hak korban justru minim. Padahal seiring 

perkembangan zaman, keterlibatan korban dalam penyelesaian masalah 

menjadi aspek yang signifikan. Restorative justice yang juga saat ini diatur 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mengusung ide dasar untuk 

melibatkan korban dalam penyelesaian masalah dalam sistem peradilan 

pidana untuk memperbaiki ketidakseimbangan kondisi sosial atau 

memperbaiki kerusakan. Berangkat dari dua konsep tersebut, penelitian ini 

membahas isu yang menarik dalam sistem peradilan pidana yaitu: (1) urgensi 

penegakan hukum, (2) urgensi pengembalian aset yang disita pada kasus 

pidana penipuan/pencucian uang, (3) reformulasi pengaturan pengembalian 

aset yang disita. 

Dengan menjabarkan berbagai isu tersebut, dapat dikatakan bahwa buku 

ini mencakup aspek-aspek penting dalam upaya pembaruan sistem peradilan 

pidana. Pembahasan ini relevan dengan diskursus pembaruan KUHAP yang ke 

depan akan segera dibahas. Dengan demikian, hadirnya buku ini harapannya 
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dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk menyusun 

revisi KUHAP dalam upaya pembaruan sistem peradilan pidana. 

 

 

 

Jakarta, April 2024 

 

 

Prof. Dr. Eddy O. S. Hiariej, S.H., M.Hum. 

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 
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KATA PENGANTAR 

 

Salah satu indikator keberhasilan studi seorang mahasiswa adalah ketika 

mahasiswa tersebut dapat mempertahankan skripsi yang dibuat di hadapan 

majelis penguji tugas akhir dan dinyatakan lulus dengan nilai yang baik. Pada 

titik itu biasanya kebanyakan mahasiswa cenderung untuk “stop berkarya”, 
jurnal ilmiah syarat ujian sudah terbit dan skripsi sudah diujikan menjadi titik 

akhir perjalanan ilmiah mahasiswa. 

Namun “kebiasaan” itu tidak berlaku bagi seorang Lisa Aprilia Gusreyna, 
tidak lama setelah menyelesaikan studinya dan disela-sela aktivitas pekerjaan 

yang padat, Saudari Lisa Aprilia Gusreyna berhasil menerbitkan buku yang 

substansinya merupakan penajaman dari skripsi yang telah selesai diujikan 

dan mendapatkan nilai sempurna. 

Ikhtiar akademis melalui penerbitan buku ini harus mendapatkan 

apresiasi yang layak sebagai bentuk untuk terus memberikan edukasi ilmu 

hukum kepada masyarakat. Sebagai pimpinan Fakultas Hukum Universitas 

Mulawarman sekaligus sebagai pembimbing skripsi, saya sangat 

mengapresiasi penerbitan buku “Reformulasi Pengaturan Pengembalian Aset 
Pada Kasus Penipuan dan Pencucian Uang Dalam Perspektif Viktimologi”.  

Semoga buku ini bisa memberikan informasi edukatif sekaligus early 

warning  bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menginvestasikan 

modal yang dimiliki. Terlebih daripada itu, semoga keberadaan buku ini bisa 

menjadi inspirasi bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas 

Mulawarman untuk terus berkarya dan mengedukasi masyarakat melalui 

berbagai macam media ilmiah. 

 

Samarinda, 22 April 2024 

 

 

Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H. 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 
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PRAKATA 

 
Rasa syukur yang tak terhingga kami ucapkan kepada Allah SWT. Karena 

berkat rahmat dan karunianyalah buku yang berjudul “REFORMULASI 

PENGATURAN PENGEMBALIAN ASET PADA KASUS PENIPUAN DAN 

PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI” telah selesai disusun 

dan berhasil diterbitkan.  

Buku ini membawa Anda ke dalam dunia yang kompleks dan sering kali 

terabaikan dari kejahatan finansial, di mana para korban seringkali dilupakan 

dalam proses hukum. Pada dasarnya, reformulasi pengaturan pengembalian 

aset adalah langkah yang krusial dalam memastikan bahwa keadilan sejati 

ditegakkan. Namun, apa yang seringkali terjadi adalah kesenjangan yang 

nyata antara proses hukum dan perlindungan terhadap korban. Buku ini 

bertujuan untuk menggali akar permasalahan ini dan menawarkan solusi yang 

berdasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai 

victimologi. 

Melalui penelitian yang cermat dan analisis yang tajam, pembaca akan 

dibawa melintasi berbagai konsep dan teori yang mendasar, serta ditawarkan 

pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana korban dapat diberdayakan 

dalam konteks kasus-kasus penipuan dan pencucian uang. Hal ini tidak hanya 

penting dari sudut pandang moral, tetapi juga memiliki implikasi yang 

signifikan dalam membangun sistem hukum yang lebih adil dan responsif. 

Buku ini tidak hanya ditujukan bagi para akademisi dan praktisi hukum, 

tetapi juga bagi siapa pun yang peduli terhadap perlindungan hak-hak 

individu dan pembangunan sistem hukum yang lebih berkeadilan.  
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1 
URGENSI PENEGAKAN HUKUM 

 

A. MASALAH PENGEMBALIAN ASET DALAM ATURAN HUKUM 

INDONESIA 

Hukum merupakan sarana menanggulangi tindak pidana sebagai upaya 

perlindungan negara terhadap masyarakat.1 Dalam mencapai tujuan negara 

melindungi segenap bangsa Indonesia, perlindungan wajib diberikan pula 

pada korban tindak pidana. 2  Praktiknya penegakan hukum pidana di 

Indonesia bertentangan dengan prinsip tersebut.3 Sistem pemidanaan di 

Indonesia lebih sering menggunakan pendekatan retributive justice yang lebih 

fokus pada pelaku dan sedikit mengesampingkan hak-hak korban.4 Korban 

tidak hanya direct saja seperti dalam kasus kekerasan seksual harus dilindungi 

namun yang jamak ditemukan adalah korban indirect khususnya dalam 

pengembalian aset yang disita.5  

Pada umumnya, hakim menggunakan Pasal 46 KUHAP sebagai dasar 

hukum putusannya dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pemulihan Aset sebagai dasar hukum teknis dalam pengembalian 

aset yang disita. Akan tetapi, terdapat masalah pada tataran implementasinya 

seperti yang terjadi pada kasus First Travel dengan 63.310 korban6, kasus Abu 

Tours dengan 96.976 korban7, kasus PT.SBL dengan 12.846 korban8 dan kasus 

 
1 Hiariej O.S Eddy, “Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana” (Yogyakarta: Fakultas Hukum 

Universitas Gajah Mada, 2008), 5, https://doi.org/820. 
2 melalui Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. 
3 Rena Yulia and Aliyth Prakarsa, Silih Hampura Model Penyelesaian Konflik Dalam 

Hukum Adat Baduy, ed. Tim   Kreatif Ranka Publishing, Cetakan 1 (PT Rajawali Buana Pusaka, 

2021). 
4 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Cetakan 3 (Jakarta: Kencana, 

2013). 
5 Sherly Ningsih, “Pemberian Ganti Rugi Oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta 

Benda Menurut Kuhap,” Jurnal Kriminologi Indonesia 10, no. 2 (2014): 49–58. 
6  Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, “Putusan Nomor: 

84/Pid.B/2018/PN.Dpk,” 2018. 
7  Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, “Putusan Nomor: 

1235/Pid.B/2018/PN.MKS,” 2018. 



 

 

2 
URGENSI  

PENGEMBALIAN ASET YANG DISITA PADA 

KASUS PIDANA PENIPUAN/PENCUCIAN UANG 

 
A. KASUS PIDANA PENIPUAN/PENCUCIAN UANG DENGAN 

KOMPLEKSITAS KORBAN BANYAK DI INDONESIA YANG ASETNYA 

TIDAK KEMBALI KEPADA PARA KORBAN  

1. Kasus PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) 

Pada tanggal 31 Januari 2019, kasus PT First Anugerah Karya Wisata, atau 

yang dikenal dengan First Travel, memasuki babak baru. Mahkamah Agung 

memutuskan aset First Travel yang menjadi barang bukti dalam perkara 

tersebut dirampas untuk negara.15 Berbagai pihak mengkritik putusan ini 

karena menilai seluruh aset tersebut seharusnya dikembalikan kepada korban, 

yaitu para calon jemaah First Travel, untuk memulihkan kerugian para korban 

dalam kasus tersebut.16 Bahkan hal ini diutarakan pula oleh Kejaksaan sebagai 

eksekutor17 dengan menyebutkan bahwa putusan tersebut bermasalah dan 

sulit untuk dieksekusi. Padahal, Kejaksaan ingin mengembalikan seluruh aset 

tersebut kepada korban dan Kejaksaan sudah mengajukan hal tersebut dalam 

 
15 Fitri Heriani, Novia, “Permudah Pembagian Aset, Jamaah Diminta Ajukan Pailit Kepada 

First Travel,” Hukum Online, 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/permudah-

pembagian-aset--jamaah-diminta-ajukan-pailit-kepada-first-travel-lt63c550d2176bf?page=2. 
16 “Putusan Kasasi First Travel, Antara Hak Korban Dan Rampasan Negara,” Kompas.com, 

2019, https://nasional.kompas.com/read/2019/11/19/09010011/putusan-kasasi-first-travel-

antara-hak-korban-dan-rampasan-negara?page=all; “Kasus First Travel: Kami Yang Rugi, 
Mengapa Negara Yang Untung?,” Kabar24.bisnis.com, 2019, 
https://kabar24.bisnis.com/read/20191120/16/1172430/kasus-first-travel-kami-yang-rugi-

mengapa-negara-yang-untung. 
17 “Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” 27, no. 7 (2009): 

1–5. 



 

 

3 
REFORMULASI PENGATURAN  

PENGEMBALIAN ASET YANG DISITA 

 
A. PENGATURAN PENGEMBALIAN ASET YANG DISITA  

1. Pengaturan Pengembalian Aset yang Disita Di Indonesia  

Dalam kasus-kasus tertentu, terdapat potensi adanya barang milik korban 

yang dikuasai oleh tersangka dan dikenakan penyitaan sebagai hasil tindak 

pidana. Misalnya, telepon genggam milik korban yang dicuri oleh tersangka, 

sepeda motor yang digelapkan oleh tersangka, atau uang korban yang berasal 

dari tindak pidana penipuan oleh tersangka. Dalam kondisi tersebut, barang 

milik korban yang disita seharusnya dikembalikan kepada korban sebagai 

pihak yang berhak guna dapat memulihkan kerugian yang diderita korban. 

Dengan kata lain, pengembalian barang sitaan kepada korban merupakan 

salah satu mekanisme pemulihan kerugian korban dalam hal barang sitaan 

tersebut merupakan barang milik korban yang dikuasai tersangka ketika 

penyitaan dilakukan. 

Hukum acara pidana Indonesia telah mengakomodir mekanisme 

pemulihan kerugian korban melalui pengembalian barang sitaan. Setidaknya, 

terdapat dua ketentuan yang digunakan untuk melakukan hal tersebut, yaitu: 

Pasal 46 Ayat (2) KUHAP; dan Peraturan Jaksa Agung No. 7 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pemulihan Aset (selanjutnya disebut sebagai “Perja 
Pedoman Pemulihan Aset”). Adapun jabaran setiap ketentuan tersebut 
adalah sebagai berikut: 

a) Pasal 46 KUHAP 

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada 

mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka 

yang paling berhak apabila :  
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